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KATA PENGANTAR

Sebelum PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa) mengeluarkan Deklarasi
Universal Hak Asasi Manusia tanggal 10 Desember 1948, Indonesia
telah terlebih dahulu menyampaikan penghormatan, perlindungan
dan pemenuhan hak asasi manusia. Pancasila sebagai sumber hukum
telah menetapkan dasar hukum hak asasi manusia, seperti sila kedua
“Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” dan sila kelima “Keadilan Sosial bagi
Seluruh Rakyat Indonesia”. Selanjutnya, sebelum amandemen pun, UUD
NRI 1945 sebagai konstitusi negara telah menetapkan berbagai wujud hak
asasi manusia, seperti kebebasan berserikat, mendapatkan pekerjaan dan
penghidupan yang layak, kebebasan beragama dan berkeyakinan, hak
mendapatkan pendidikan, dan lain-lain yang diatur antara lain dalam Pasal
27 sampai Pasal 34.

TAP MPR RI Nomor IlI/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata
Urutan Perundang-undangan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (3) menyatakan
bahwa Pancasila sebagai sumber hukum negara bermakna Pancasila
menjadi sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan
perundang-undangan di Indonesia. Dalam Pasal 3 ayat (1) TAP MPR yang
sama menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum
dasar tertulis Negara Republik Indonesia, memuat dasar dan garis besar
hukum dalam penyelenggaraan negara.

Sampai saat ini, batu uji yang sering digunakan terhadap peraturan
perundang-undangantermasuk dalam hal perlindungan terhadap hak asasi
manusia adalah UUD NRI Tahun 1945. Pancasila sebagai sumber hukum
belum banyak digunakan sebagai batu uji. Hal ini terlihat dari minimnya
kajian filosofis atas pembentukan suatu peraturan perundang-undangan
yang menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan kajiannya, terutama
dalam Naskah Akademik. Pada praktiknya, tak banyak peraturan perundang-
undangan yang menguraikan nilai-nilai Pancasila secara filosofis sebagai
pembenaran atas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Secara normatif, penelitian ini telah meramu protokol dari variabel
dan indikator nilai-nilai Pancasila yang telah disusun oleh BPHN (Badan
Pembinaan Hukum Nasional) dan BPIP (Badan Pembinaan Ideologi
[INFID 2021 | st Peraturan berundang.Undangan o Tinakat ) {1
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Pancasila) sebagai batu uji terhadap peraturan perundang-undangan yang
dianggap melanggar hak asasi manusia karena mengandung intoleransi
dan diskriminatif. Penelitian ini mengumpulkan dan melihat lebih jauh tren
perkembangan peraturan perundang-undangan intoleran dan diskriminatif
di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun daerah. Penelitian ini juga
berupaya melihatintensitasintoleransidan diskriminasididalamnya dengan
menyusun protokol penilaian regulasi berbasis pada variabel dan indikator
nilai-nilai Pancasila.

Tema yang dikembangkan dalam penelitian ini merupakan bagian
dari perhatian INFID untuk kemajuan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia.
Saat ini, selain melakukan kajian terhadap perkembangan terkini, INFID
juga mencoba membangun sebuah mekanisme atau sistem pelaporan
dan pendataan dari bawah melalui organisasi anggota INFID yang
tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Inisiatif dan mekanisme ini akan
mempermudah INFID dalam melakukan monitoring dan memetakan
perkembangan tren peraturan daerah yang intoleran dan diskriminatif di
mMasa-masa mendatang.

INFID bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berterima kasih
kepada 2 peneliti utama, yakni Yanu E. Prasetyo, PhD (Peneliti BRIN &
Pengamat Kebijakan Publik) dan Yasser Arafat, S.H., M.H. (Dosen Fakultas
Hukum, Universitas Borneo Tarakan). Kedua peneliti telah bekerja keras dan
mengupayakan hasil penelitian yang baik dan layak sebagai rujukan.

Selamat membaca.
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Berbagai produk hukum atau kebijakan yang bersifat intoleran dan
diskriminatif, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, baik yang
dilatarbelakangi oleh kepentingan politik sesaat maupun konservatisme
beragama, telah digunakan secara langsung maupun tidak langsung untuk
melegitimasi serangkaian perilaku intoleran di tanah air. Mulai dari stigma
sosial kepada individu atau komunitas tertentu, persekusi, hingga main
hakim sendiri atau kekerasan terhadap kelompok minoritas. Lebih jauh,
potensi intoleransi dan diskriminasi di tanah air juga akan semakin besar
manakala mendapat legitimasi secara hukum. Produk hukum intoleran dan
diskriminatif ini jika dibiarkan akan menjadi bom waktu yang berpotensi
menyebabkan konflik sosial antar etnik, agama, dan merobek tenun
kebangsaan yang telah terjalin di Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRYI).

Jika kita kembali kepada tafsir konstitusi yang benar, maka prinsip
toleransi dan non-diskriminasi merupakan salah satu karakter utama dalam
Konstitusi Indonesia. Setiap hak yang disebutkan dalam konstitusi selalu
ditujukan kepada setiap orang, bukan kepada kelompok istimewa tertentu,
bukan pula kepada penduduk mayoritas saja. Konstitusi pun menegaskan
kedudukan dan hak yang sama bagi setiap orang tanpa kecuali. UUD NRI
1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan
atas perlakuan diskriminatif dan bahkan berhak mendapat kemudahan dan
perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama
untuk mencapai persamaan dan keadilan. Inilah kontrak sosial dan cita-cita
luhur bangsa yang dikodifikasi ke dalam hukum tertinggi di Indonesia. Oleh
karena itu, setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat haruslah
ditujukan untuk merealisasikan cita-cita bangsa ini.

Dengan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk
mengumpulkan dan melihat lebih jauh tren perkembangan peraturan
perundang-undangan intoleran dan diskriminatif ini di Indonesia, baik di
tingkat nasional maupun daerah. Selain memetakan peraturan perundang-
undangan intoleran dan diskriminatif, penelitian ini berusaha melihat
intensitas diskriminasi di dalamnya dan melihat bagaimana respon
[INFID 2021 | st Peraturan berundang.Undangan o Tinakat xX\v
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pemerintahterhadap permasalahanini.Penelitianinimenggunakan metode
kualitatif dengan pendekatan sosio-legal (yuridis-empiris). Pendekatan ini
juga dikenal sebagai interdisciplinary studies of law.

Pertama-tama, penelitian ini mempelajari studi-studi terdahulu
terkait dengan intoleransi, diskriminasi, dan ekstremisme di Indonesia,
khususnya yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, baik di
level nasional maupun daerah. Beberapa laporan studi dan inisiatif lembaga
yang dipelajari untuk memperkuat studiini antara lain dari SETARA Institute,
Komnas Perempuan, The Wahid Institute, Komnas HAM, Imparsial, YLBHI,
dan Yayasan Inklusif. Setelah mempelajari berbagai laporan dan penelitian
tersebut, studiinimenemukan benang merah bahwa hampirsemua laporan
studi di atas menggunakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan UUD 1945 sebagai
batu uji atau pisau analisis intoleransi dan diskriminasi. Untuk melengkapi
berbagaikajiantersebut,makastudiinimencobamenggunakan pendekatan
yang berbeda, terutama dari sisi penggunaan Pancasila sebagai batu uji
intoleransi dan diskriminasi dalam mengevaluasi regulasi atau peraturan
perundang-undangan di Indonesia.

Dalam studi ini, digunakan indikator dan variabel nilai-nilai Pancasila
yang disusun oleh BPHN dan BPIP. Indikator dan variabel nilai-nilai Pancasila
yang digunakan oleh BPHN diatur dalam Pedoman Analisis dan Evaluasi
Hukum Nomor PHN-01.HN.01.03tahun2019.Sedangkanindikatordanvariabel
nilai-nilai Pancasila yang disusun oleh BPIP dituangkan dalam Keputusan
Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIP Nomor 1
tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelarasan, Pengkajian, Analisis dan
Rekomendasi di Kedeputian Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan
Regulasi. Dari kedua sumber rujukan tersebut, penelitian ini menyusun
Protokol Pemeriksaan Regulasi Berbasis Nilai-nilai Pancasila. Protokol ini
disusun agar dapat digunakan sebagai standar praktis (practical standards)
bagipara penelitidan reviewer untuk memberikan keputusan atau pendapat
tentang keseluruhan bahan atau materi regulasi dan peraturan perundang-
undangan yang terindikasi intoleran dan diskriminatif.

Melalui studi ini, protokol pemeriksaan regulasi berbasis nilai-nilai
Pancasila tersebut kemudian dicoba diterapkan dalam melihat atau
mengkaji beberapa peraturan perundang-undangan — termasuk beberapa
draft RUU - yang di dalamnya mengandung pasal-pasal yang dianggap
intoleran dan diskriminatif, antara lain pada UU PNPS No. 1 tahun 1965,
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UU No 44 tahun 2008 tentang Pornografi, UU No 11 tahun 2020 tentang
Cipta Kerja, PP No. 36 tahun 2021 tentang Pengupahan, PP No. 27 tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan & Perikanan, PERPPU No 2
tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, RUU Perlindungan Ulama
dan Tokoh Agama, RUU tentang Perlindungan Umat Beragama, RUU
Minuman Beralkohol, RUU Ketahanan Keluarga, dan RUU KUHP.

Tidak hanya secara normatif melalui protokol berbasis nilai-nilai
Pancasila, penelitianinijuga mencoba menelaah beberapacontoh Perdadan
Perkadayangintolerandandiskriminatifsepertidi Kota Serang & Tasikmalaya
(Larangan berjualan makanandan minumanselamaRamadhan), Kabupaten
Demak (Pengaturan cara berpakaian), Provinsi Kalimantan Selatan dan
Jawa Timur (Pengawasan aliran sesat), dan Provinsi Banten dan Jawa Barat
(Larangan Jamaah Ahmadiyah Indonesia). Penelitian ini juga mengangkat
beberapa kasus intoleransi dan diskriminasi yang dimotivasi oleh Perda dan
Perkada di beberapa wilayah Provinsi di Indonesia, seperti di Sumatera Barat
(kasus pemaksaan Jilbab di sekolah negeri), Jawa Barat (diskriminasi dan
persekusi terhadap jamaah Ahmadiyah), Aceh/NAD (konflik Aceh Singkil
dan diskriminasi terhadap perempuan melalui Qanun Aceh), dan Jawa
Timur (terkait Ahmadiyah dan Syiah).

Seluruh daftar peraturan perundang-undangan intoleran dan
diskriminatif yang ditemukan selama studi ini kemudian dikumpulkan ke
dalam database untuk pemetaan tren berdasarkan tahun dan lokasidimana
produk hukum dan peraturan tersebut diterbitkan. Visualisasi terhadap tren
peraturan perundang-undangan intoleran dan diskriminatif tersebut dapat
diakses oleh publik di laman: https://kumu.io/perda/perdaintoleran. Namun
demikian, untuk melihat tren intoleransi dan diskriminasi secara detail dan
lebih teliti, diperlukan sistem monitoring dan pemetaan secara kontinu, baik
oleh Pemerintah, lembaga Negara, maupuan Organisasi Masyarakat Sipil
(OMS/CSOs). Masing-masing organisasi/lembaga nampaknya telah memiliki
mekanisme atau prosedur masing-masing dalam melakukan monitoring
dan pemetaan ini yang belum terintegrasi satu sama lain karena perbedaan
fokus masing-masing lembaga.

Oleh karena itu, selain melakukan kajian terhadap perkembangan
peraturan perundang-undangan yang intoleran dan diskriminatif, laporan
ini juga Mmerekomendasikan agar Pemerintah, CSOs/OMS, dan pemangku
kepentingan lainnya untuk membangun sebuah mekanisme atau sistem
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pelaporan dan pendataan dari bawah secara lebih terintegrasi dan mudah
diakses oleh publik. Kolaborasi multi-pihak dalam pengembangan
mekanisme pemetaan perkembangan/tren, monitoring, dan penggunaan
Protokol Pemeriksaan Regulasi Berbasis Pancasila ini jika dapat diterapkan
secara bersama-sama diharapkan dapat mencegah dan mempermudah
pengawasan terhadap Peraturan Perundang-Undangan maupun peraturan
kebijakan yang intoleran dan diskriminatif di masa mendatang.

Secara khusus, penelitian ini juga merekomendasikan beberapa
hal: Pertama, adanya penyeragaman atau penyatuan indikator nilai-nilai
Pancasila yang telah disusun oleh BPHN dan BPIP. Kedua, Kemendagri RI
perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas pembinaan dan pengawasan
penyusunan Perda yang lebih ketat/komprehensif, mulai dari penyusunan
naskahakademik—-dengan memasukkan Pancasilasebagailandasanfilosofis
- hingga menjaga agar muatan materi Perda yang selaras dengan nilai-
nilai Pancasila. Ketiga, Kemenkumham, khususnya Direktorat Harmonisasi
Peraturan Perundang-Undangan, perlu meningkatkan bimbingan teknis
dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di
bidang harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan bidang
politik, pertahanan dan keamanan, hukum, hak asasimanusia, kelembagaan,
dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan
oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Keempat, Ombudsman Rl perlu segera melakukan data pilah terhadap
laporan yang masuk melalui aplikasi SIMPelL khusus terkait Perda atau
peraturan kebijakan lainnya yang berpotensi intoleran dan diskriminatif.
Kelima, Pemerintah Daerah berhak atau diperbolehkan mengangkat
karakteristik/kekhasan daerah masing-masing, akan tetapi jangan sampai
peraturan/produk hukum yang dibuat justru menyuburkan intoleransi dan
diskriminasi. Keenam, Pemerintah Pusat dan Daerah perlu menerbitkan
peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang bertujuan
khusus untuk mendorong penguatan toleransi dan kebebasan beragama
dan berkeyakinan sebagai upaya meredam intoleransi, diskriminasi,
radikalisme, dan ekstremisme dengan kekerasan di wilayahnya masing-
masing.
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PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Intoleransi dan diskriminasi berbasis agama tidak akan tumbuh
dan berkembang di suatu negara atau komunitas jika tidak ada lahan
subur yang menopangnya. Lahan itulah yang oleh sebagian ahli disebut
sebagai konservatisme, sebuah sikap keagamaan yang menekankan
pentingnya tradisi dan nilai-nilai lama (Assyaukanie, 2018). Menurut Prof.
Dr Azyumardi Azra CBE, Guru Besar Sejarah Peradaban Islam Fakultas
Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, konservatisme
agama (religious conservatism) adalah pemahaman dan praktek agama
konservatif, yaitu pemahaman dan praktek beragama yang berpegang
secara ketat pada kitab suci atau pada ajaran, ortodoksi, dan tradisi yang
dianggap sebagai paling benar'. Lebih jauh, konservatisme agama ini
menolak pemahaman, penafsiran,dan pembaruan pemikiran dan praktek
agama berdasarkan perkembangan modern tertentu.

Secara global, kebangkitan konservatisme agama banyak terkait
dengan kesulitan ekonomi dan krisis politik. Menghadapi keadaan
ekonomidan politik yang sulit, biasanya kalangan politisisayap kanan akan
menempuh jalan konservatisme agama ini dalam mewujudkan agenda
politik mereka. Sedangkan di negara berkembang atau terbelakang,
konservatisme agama muncul karena mereka memandang adanya
kegagalan modernitas, sekularisme, pembangunan, dan kegagalan
negara dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan
warganya. Oleh karena itu, mereka yakin hanya dengan kembali kepada
pemahaman dan praksis keagamaan konservatif itulah maka mereka
dapat menciptakan tata kehidupan yang lebih baik (Azra, 2020).

Lebih dari satu dekade setelah reformasi, para peneliti dan
sarjana juga telah menunjukkan beragam indikasi tentang bangkitnya
konservatisme di kalangan komunitas muslim - sebagai mayoritas — di
Indonesia (Crouch 2012:2; van Bruinessen 2013:40). Perkembangan ini
tentujugasangatdipengaruhioleh dinamika politik—sepertitumbangnya

2Azra, 2020, “Konservatisme Agama di Indonesia: Fenomena Religio-Sosial, Kultural, dan Politik. https:/AMww.
uinjkt.ac.id/id/konservatisme-agama-di-indonesia-fenomena-religio-sosial-kultural-dan-politik-1/diakses tanggal 3
Februari 2021.



orde baru dan dimulainya otonomi daerah serta pemilihan langsung -
yang mempengaruhi perkembangan paham konservatisme dan politik
identitas keagamaan menjadi semakin luas. Maraknya berbagai kasus
tindakan intoleran, bahkan dalam bentuk persekusi dan kekerasan,
terhadap pemeluk agama lain dan kelompok minoritas adalah indikasi
nyata yang dapat dilihat di lapangan (Lindsey and Pausacker 20165 ;
Menchik 2016: 19-35).

Tentu bukan hanya aspek politik saja yang mendorong
berkembangnya konservatisme Islam ini, tetapi juga secara ekonomi
dan demografi terdapat pertumbuhan kelas menengah muslim yang
cukup pesat sebagai akibat dari urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, secara Konstitusional, pergulatan tafsir Pancasila (terutama sila
pertama), banyaknya pasal-pasal religius atau bernuansa agama dalam
UUD 1945, kontroversi UU Penodaan agama hingga aturan tentang
rumah ibadah menambah deratan faktor determinan yang menyuburkan
konservatisme ini. Jika dilihat secara objektif, diskriminasi dan intoleransi
beragama ini ternyata berakar kuat dalam lanskap legal (Konstitusi) dan
institusional (kementerian agama, peradilan agama, MUI, dll) di Indonesia
(Assyaukanie, 2018:27).

Masalah konservatisme beragama ini dapat dilacak secara
historis jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Kontestasi ideologis
antara golongan nasionalis, agamis, dan sosialis dalam membentuk
wajah republik sangatlah dinamis. Sebagai contoh, upaya memasukkan
hukum Islam ke dalam konstitusi masih terus berlangsung dari sebelum
kemerdekaan hingga sekarang. Bahkan,sebelum kemerdekaan Indonesia
diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 dan ketika konstitusi pertama
Indonesiasedangdibahas, paratokohdan politisikonservatiftelahdemikian
dalammenanamkanpengaruhnyadenganupayapencantumankewajiban
konstitusional bagi umat Islam untuk mengikuti hukum Islam?. Usulan
ini pun akhirnya terganjal akibatancaman dariumat Kristendi Indonesia
Timur yang tidak akan bersedia bergabung dengan Indonesia apabila
menjadi negara Islam. Tak hanya itu, bahkan penolakan juga datang dari
golongan kebangsaan, kalangan muslim moderat, nasionalis, dan liberal
(Tasnur, 2020: 41-60).

?Pancasila versi 1Juni mengalami penyempurnaan dalam urutan dan redaksional dimana prinsip “Ketuhanan”
dipindah dari sila terakhir ke sila pertama, ditambah dengan kalimat “dengan kewajiban menjalankan syari'at
Islam bagi pemeluk-pemeluknya” yang kemudian dikenal dengan istilah “tujuh kata" yang bertahan dalam
Piagam Jakart hingga akhir masa persidangan kedua BPUPK (17 Juli 1945)
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Sebagai kompromi, akhirnya disepakati bahwa Indonesia akan
menjadi negara yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa,
yang kemudian banyak ditafsirkan oleh pemimpin-pemimpin Islam
konservatif sebagai masuknya inti ajaran Islam (konsep Tauhid) ke dalam
Dasar Negara (Pancasila). Lebih lanjut, sebagai agama yang dianut oleh
mayoritas penduduk di Indonesia, Islam adalah agama yang memiliki
asosiasi kuat dengan Indonesia. Oleh karenanya kedudukan Islam dalam
negara dan hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia sangatlah
kuat. Konsekuensinya, negara juga mendedikasikan lebih banyak sumber
daya untuk mendukung Islam dibandingkan dengan agama lain. Sebagai
contoh, Kementerian Agama didirikan dengan maksud untuk membantu
mengelola semua agama yang diakui di Indonesia. Akan tetapi, sebagian
besar anggaran dan kegiatan disana adalah yang berhubungan dengan
Islam.Indonesia juga memilikisistem peradilanagama, tetapiyurisdiksinya
lebih banyak berhubungan dengan Islam, bukan agama minoritas lainnya
(Cammack & Feener 2007:146-149).

Sejak Pancasila berhasil dikompromikan, para pendukung dari
kalangan muslim konservatif terus menyerukan dan mendorong peran
yang lebih besar bagi hukum Islam dalam sistem ketatanegaraan dan
hukum Indonesia. Misalnya, dalam debat konstitusional pada tahun 1955-
1959dan1999-2002selalu muncul proposaluntuk peningkatan pengakuan
konstitusional untuk hukum Islam (Indrayana 2008:16-17). Untuk sebagian
besar, negara telah mampu menolak seruan tersebut dan menyarankan
agar hukum Islam diberikan oleh otoritas hukum yang independen.
Namun demikian, kelompok konservatif Islam juga telah memenangkan
beberapa landasan hukum. Misalnya, ketentuan RUU Perkawinan 1973
yang berusaha melarang poligami dan mengizinkan pernikahan beda
agama (yang dianggap melanggar tafsir konservatif hukum Islam)
dibatalkan setelah gelombang protes umat Muslim(Cammack, Young,
dan Heaton 1996:45-73). Baru-baru ini, Negara juga telah memberlakukan
beberapaundang-undangyangtampaknyamengadopsinormalslamatau
lebih memilih Islam daripada agama lain, seperti UU Pornografi dan UU
Pendidikan Nasional (Pausacker, 2009:121).

Di era reformasi, desentralisasi, dan otonomi daerah, banyak
pemerintah daerah yang memiliki dan memanfaatkan wewenang
untuk membuat berbagai peraturan daerah untuk mengatur banyak
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bidang. Hanya beberapa bidang, termasuk agama, yang tersisa dilingkup
kewenangan eksklusif pemerintah pusat (Butt 2010b:1-33). Pengertian
dan dasar hukum UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai
produk hukum, Perda tidak hanya berisi tindak lanjut dari peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi juga berisi kekhasan
dan kebutuhan lokal. Beberapa pemerintah daerah pun menggunakan
yurisdiksi ini untuk mengeluarkan peraturan yang mencerminkan norma-
norma agama,termasuk yang memaksakan aturan berpakaian, melarang
perjudian, dan melarang konsumsi dan distribusi alkohol (Bush 2008:113).
Berbagai pemangku kepentingan, termasuk kelompok Hak Asasi Manusia
(HAM) dan asosiasi bisnis, telah meminta pemerintah pusat untuk
mencabut peraturan daerah ini. Sayangnya,pada tahun 2017, Mahkamah
Konstitusi (MK) membatalkan kekuatan pencabutan pemerintah pusat
dalam hal apa pun (Butt 2018: 22).

Konsesi terbesar terhadap konservatisme Islam juga diberikan oleh
pemerintah pusat kepada pemerintah Provinsi Aceh melalui undang-
undang khusus berkaitan dengan otonomi ‘khusus’ provinsi. Undang-
undang ini memberi wewenang kepada Pemerintah Aceh Untuk
memberlakukan undang-undang yang berlandaskan hukum Islam,
termasuk hukum pidana, di provinsi tersebut. Akibatnya, jumlah tindakan
pelanggaran, intoleransi dan diskriminasi terus meningkat. Bahkan
di beberapa daerah terjadi eskalasi pelanggaran dan intoleransi yang
tajam.Pelaku utama pelanggaran kebebasan beragama adalah polisi
dan pemerintah daerah (The Wahid Institute, 2012:28). Aparat hukum
di beberapa kasus dan daerah, bahkan sering berada dibawah kendali
kelompok intoleran. Banyak kasus pelanggaran dan intoleransi beragama
merupakan akibat dari maraknya politisasi isu agama oleh para elit lokal
(Pilkada).Perkembangan dan kecenderungan ini sekali lagi menunjukkan
lemahnya keberpihakan terhadap kelompok minoritas di Indonesia (The
Wahid Institute, 2012:vii).

Menurut hasil studi dari Setara Institute (2014-2019), terdapat
sepuluh provinsi yang paling banyak ditemukan pelanggaran kebebasan
beragama (kasusintoleransi beragama), yaitu ProvinsiJawa Barat (162), DKI
Jakarta (113), Jawa Timur (98), Jawa Tengah (66), Aceh (65) Daerah Istimewa
Yogyakarta (37), Banten (36), Sumatera Utara (28), Sulawesi Selatan (27),
dan Sumatera Barat (23).Salah satu pemicunya adalah tumbuh suburnya
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organisasi intoleran di provinsi tersebut’.Sepanjang 1999 dan 20009,
sebanyak 154 kebijakan daerah (19 kebijakan provinsi dan 134 kebijakan
tingkat kab/kota dan 1 di tingkat desa) menjadi sarana pelembagaan
diskriminasi, baik dari tujuan maupun sebagai dampaknya. Sebanyak 63
dari 154 kebijakan daerah tersebut secara langsung diskriminatif terhadap
perempuan (21 kebijakan mengatur cara berpakaian, 37 kebijakan
tentang pemberantasan prostitusi, Tkebijakantentanglarangan khalwat,
dan 4 kebijakan tentang buruh migran). Selebihnya, 82 kebijakan daerah
mengatur tentang agama.(Komnas Perempuan, 2010: 19).

Secara institusional, lengsernya Soeharto dan orde baru menjadi
penanda babak baru bangkitnya konservatisme di kalangan umat Islam,
terutama yang direpresentasikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Awal reformasi merupakan momen penting bagi MUl dan fatwa-fatwanya.
Ketika rezim orde baru berkuasa, MUI dianggap hanya sebagai lembaga
“tukang stempel” untuk menyokong berbagai agenda pemerintah.
Setelah reformasi, MUl dan fatwa-fatwa yang dikeluarkannya menjadi
lebih independen. Komisi Fatwa MUI kini memiliki kemampuan untuk
memberikan putusan tanpa mempertimbangkan aspirasi rezim yang
berkuasa (Hasyim, 2019:21-35). MUl pernah mengeluarkan beberapa fatwa,
salah satunya melarang sekularisme, pluralisme, dan liberalisme, yang
bertentangan dengan prinsip kerukunan beragama (2005). Dalam kasus
lain, MUl mengedarkan fatwa sunat perempuan yang bertentangan
dengan kebijakan resmi Kementerian Kesehatan. Kehadiran wajah
baru MUI ini pun mendapatkan lebih banyak dukungan, terutama dari
kalangan konservatif yang memang menghendaki diterapkannya syariat
Islam secara formal (Hasyim, 2015:490)

Contoh lain dari fatwa MUl yang diskriminatif adalah fatwa tentang
pembatasan kebebasan beragama, terutama terkait dengan apa yang
disebut kelompok‘menyimpang’atau ‘sesat’. Darisudut pandang MUl dan
kalangan konservatif lainnya, kelompok-kelompok ini harus dihilangkan
karena dapat mengancam praktik Islam yang benar. Atas dasar ini,
MUI dan kalangan konservatif menegaskan bahwa kelompok sesat itu
melanggar hak-hak umat Islam. Mereka juga percaya bahwa membiarkan
kehadiran kelompok-kelompok ini dapat menyebabkan keresahan sosial.

3 Fatiyah Wardah. 2020. Pelanggaran kebebasan beragama terbanyak terjadi di Jabar dan Jakarta. https:/AMvww.
voaindonesia.com/a/pelanggaran-kebebasan-beragama-terbanyak-terjadi-di-jabar-dan-jakarta/5239783.html
diakses tanggal 28 Oktober 2021
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Pada tahun 2007, MUl menerbitkan kompilasi fatwa yang melarang
berbagai kelompok sesat Islam yang dianggap mendorong serangkaian
penganiayaan terhadap sekte minoritas Islam selama bertahun-tahun
kemudian (Sumbulah, 2014:157). Antara tahun 2006 dan 2007 saja,
MUI telah memberikan stempel aliran sesat kepada 17 aliran (Ichsan &
Prasetyoningsih, 2012:167).

Berbagai kebijakan di level nasional (seperti dari pemerintah dan
MUI) maupun di level daerah yang intoleran dan diskriminatif tersebut,
baik yang dilatarbelakangi oleh kepentingan politik sesaat maupun
konservatisme beragama, faktanya telah digunakan untuk melegitimasi
serangkaian perilaku intoleran. Mulai dari stigma sosial yang dimiliki
individu, persekusi, main hakim sendiri dan kekerasan yang didukung
negara terhadap kelompok minoritas. Radikalisme dan ekstremisme
dalam beragama akan memiliki ruang gerak yang leluasa manakala
mendapat pembenaran atau kesempatan secara hukum. Produk hukum
diskriminatif ini jika dibiarkan akan menjadi bom waktu yang berpotensi
menyebabkan konflik sosial antar etnik, agama, dan melemahkan ikatan
sosio-kultural lainnya (Yosarie, dkk, 2019:74).

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional
HAM pada tanggal 28 Oktober 2005, seperti Kovenan Internasional
Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang kemudian menjadi UU No 12/2005
dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR)
yang kemudian menjadi UU No 11/2005. Kedua kovenan ini melengkapi
beberapa perjanjian pokok lainnya yang telah lebih dulu diratifikasi,
yaitu CEDAW (penghapusan diskriminasi perempuan), CRC (anak), CAT
(penyiksaan), dan CERD (penghapusan diskriminasi rasial). Ratifikasi ini
mewajibkan negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi
hak-hak manusia. Dalam hak-hak sipil dan politik, misalnya, salah satu
hak yang tidak dapat ditangguhkan (non-derogable rights) adalah hak
atas kebebasan berpikir dan beragama serta berkeyakinan. Oleh karena
itu, campur tangan negara memiliki batas-batas tertentu agar tidak justru
menyebabkan terjadinya pelanggaran atas hak-hak individu maupun
kelompok (Komnas HAM, 2009:ix-X)

Jika kita kembali kepada tafsir konstitusi yang benar, maka prinsip
non diskriminasi merupakan salah satu karakter utama dalam Konstitusi
Indonesia.Setiaphakyangdisebutkandalam UUD Negara RI1945ditujukan
kepada ‘setiap orang’ - bukan kepada kelompok istimewa tertentu,
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bukan pula kepada penduduk mayoritas. Konstitusi pun menegaskan
kedudukan dan hak yang sama bagi setiap orang tanpa kecuali. UUD NRI
1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan
atas perlakuan diskriminatif dan bahkan berhak mendapat kemudahan
dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat
yang sama untuk mencapai persamaan dan keadilan. Melalui jabaran
pasal-pasalnya, setidaknya terdapat 40 hak dasar yang dimiliki oleh warga
negara Indonesia yang tercantum dalam UUD Negara RI 1945 (Komnas
Perempuan, 2010:3-5).Inilah kontrak sosial dan cita-cita luhur bangsa
yang dikodifikasikan ke dalam hukum tertinggi di Indonesia. Segala
peraturan perundang-undangan yang dibuat haruslah ditujukan untuk
merealisasikan cita-cita bangsa ini.

Dengan latar belakang di atas, penelitian ini ingin mengumpulkan
dan melihat lebih jauh tren perkembangan peraturan perundang-
undangan intoleran dan diskriminatif ini di Indonesia, baik di tingkat
nasional maupun daerah, selama rentang waktu sepuluh tahun terakhir
(2010-2020).Selain memetakan peraturan perundang-undangan intoleran
dan diskriminatif, penelitian ini juga akan melihat intensitas diskriminasi
di dalamnya dengan menyusun protokol penilaian regulasi berbasis pada
variabel dan indikator nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala
sumber hukum.Penelitian ini juga sekaligus hendak memotret respon
pemerintah dalam menyikapi peraturan perundang-undangan intoleran
dan diskriminatif ini dari beberapa studi kasus yang akan didalami secara
khusus.

B. Tinjauan Pustaka

Indonesia bukan negara agama melainkan negara hukum. Hukum
menjadi panglima, dan kekuasaan tertinggi. Artinya, Undang-Undang di
Indonesia dibuat oleh lembaga legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat
yang merepresentasikan keragaman suku, etnis, agama, jenis kelamin
dan sebagainya. Hukum di Indonesia tidak dibuat oleh kelompok agama.
Jadiagamatidak pernah mengatur negara, begitu juga sebaliknya negara
tidak semestinya mengatur kehidupan beragama seseorang (Arafat,
2010:30).

Indonesia melalui Konstitusinya juga menegaskan jaminan
pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM)
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setiap orang atau warga negara. Pasal 28  angka 4 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI1945) menyatakan bahwa
negara terutama Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan
perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi
manusia. Salah satunya yakni perlindungan warga negara dari perlakuan
diskriminatif.

Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945 menentukan bahwa setiap orang
berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum
yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28 | ayat
(2) UUD NRI 1945 menetapkan bahwa setiap orang berhak bebas dari
perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan
perlindungan dari tindakan diskriminatif itu. Sementara ketentuan
konstitusional tentang hak warga negara untuk bebas dari diskriminasi
adalah Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 menentukan bahwa segala warga
negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan
dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada
kecualinya serta Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 yang menentukan
bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama
dalam pemerintahan.

Berdasarkan ketentuan konstitusional tersebut, non-diskriminasi
pada hakikatnya adalah asas dalam rangka implementasi perlindungan
HAM terkait dengan kewajiban negara terhadap semua jenis HAM. Dalam
semuaketentuanHAMdimanaimplementasiataupenikmatannyadiantara
individu-individu tidak boleh didiskriminasikan.Diskriminasi merujuk
pada pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara (berdasarkan
warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya)“
Selanjutnya, Pasal 1 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia menyatakan bahwa “diskriminasi adalah setiap pembatasan,
pelecehan, atau pengecualian yang langsung ataupun tidak langsung
didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama,suku, ras,
etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin,
bahasa, keyakinan politik, yang berakibat, pengurangan,penyimpangan
atau penghapusan, pengakuan,pelaksanaan atau penggunaan hak
asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual
maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budayaq,

dan aspek kehidupan lainnya.”
“https:/kbbiweb.id/diskriminasi
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Namun dalam praktik di lapangan, masih banyak dijumpai
adanya perlakuan yang diskriminatif khususnya terhadap kelompok
rentan,kelompok minoritas juga kelompok-kelompok masyarakat
yang termarjinalkan. Tak hanya dilakukan oleh kelompok masyarakat
mayoritas, diskriminasi juga dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan
dan peraturan perundang-undangan yang dibuat sehingga muncullah
istilah peraturan diskriminatif. Peraturan diskriminatif dimaknai sebagai
peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang membatasi,
melecehkan, mengecualikan secara langsung ataupun tidak langsung
berdasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras,
etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin,
bahasa, keyakinan politik, yang berakibat, pengurangan, penyimpangan
atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi
manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun
kolektif.

Istilah peraturan diskriminatif sering kali disandingkan dengan
istilah peraturan intoleran. Intoleran merupakan lawan kata toleran.
Secara etimologi berasal dari kata tolerance (dalam bahasa Inggris)
dimana menurut Webster's New American Dictionary arti tolerance
adalah sympathy or indulgence for beliefs or practices differing from
or conflicting with one’s own® yang kalau diterjemahkan ke dalam
Bahasa Indonesia artinya adalah memberi kebebasan (membiarkan)
pendapat orang lain, dan berlaku sabar menghadapi orang lain yang
berbeda pendapat atau keyakinan dengan kita (Kemenag R, 2019:43-44).
Jadi,'intoleran’ merupakan ketidakmampuan atau ketidakmauan untuk
bertoleran yang muncul karena kita tidak bisa atau tidak mau menerima
dan menghargai perbedaan. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat
disimpulkan bahwa sebenarnya peraturan diskriminatif dan peraturan
intoleran pada hakikatnya sama. Jika dilihat dari sudut pandang motivasi
yang melatarbelakangi dibuatnya suatu peraturan perundangan-
undangan, maka istilah yang digunakan yakni peraturan intoleran. Jika
dilihat dari sudut pandang operasional, maka istilah yang digunakan
yakni peraturan diskriminatif. Peraturan diskriminatif lahir dari pola pikir
intoleran.

Dengan berbagai latar belakang historis di atas, maka intoleransi

Shttps:.//Mww.merriam-webster.com/dictionary/tolerance
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dan diskriminasi atas dasar agama dan keyakinan dalam penelitian ini
merujuk pada segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan
atau preferensi atas dasar agama dan keyakinan yang berakibat
gangguan atau berkurangnya pengakuan, dan kesetaraan hak-hak
dasar manusia (Pasal 2, Deklarasi Universal 1981 tentang Penghapusan
segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi berdasarkan Agama dan
Keyakinan).Sementara itu,diskriminasi agama merujuk pada setiap
pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak
langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku,
ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin,
bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan,
atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi
manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun
kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek
kehidupan lainnya (Pasal 1 UU No 39 tahun 1999 tentang HAM,).

Dampak meningkatnya tren produk hukum diskriminatif terhadap
kelompok rentan dan minoritas ini cukup mengkhawatirkan. Hasil kajian
Setara Institute (2019) menunjukkan setidaknya terdapat delapan (8)
dampak langsung yang dirasakan oleh kelompok rentan dan minoritas,
antara lain: (1) Kehilangan hak untuk menikmati hak Konstitusional yang
dijamin oleh Konstitusi RI, (2) Kehilangan hak atas penegakan hukum
yang fair dan reviktimisasi akibat stigma, (3) Restriksi dalam pelayanan
publik, (4) Alienasi sosial yang meluas bagi kelompok LGBT/waria dan
perempuan pekerja seks, (5) Akselerasi intoleransi yang dilegitimasi
produk hukum diskriminatif, (6) Meningkatnya kesulitan pendirian
tempat ibadah, (7) Terbukanya potensi tindakan kekerasan terhadap
kelompok yang dianggap mengganggu ketertiban umum, dan (8) Tidak
terpenuhinya hak-hak anak yang bermasalah dengan hukum (Yosarie
dkk, 73-74). Melihat beragam dampak di atas, diperlukan respon dan
tindakan yang serius dari pemerintah atau negara untuk mencegah atau
mengurangi tren pertumbuhan perda-perda diskriminatif dan intoleran
yang melanggar HAM dan bertentangan dengan Konstitusi tersebut.
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TREN PERTUMBUHAN KEBIJAKAN
DISKRIMINATIF (2009-2016)
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Gambar 1. Tren pertumbuhan kebijakan diskriminatif di Indonesia (Hasani, 2020:
253)

Pemerintah sendiri sebenarnya sudah memiliki mekanisme untuk
membatalkan berbagai Perda yang bermasalah di Indonesia. Bappenas
mencatat setidaknya terdapat 3.091 Perda bermasalah sepanjang tahun
2001 hingga 2009. Implikasi dari berbagai Perda bermasalah ini tentunya
tidak hanyaberdampakburukbagimerekayang menjadikorban kebijakan
tersebut, namun juga terhadap negara itu sendiri. Ditaksir negara
menanggung kerugian hingga Rp.14 Triliun akibat dari pembatalan sekitar
3,700 perda bermasalah pada tahun 2012 (Hasani, 2020:237). Kerugian itu
dihitung dari biaya yang telah dikeluarkan oleh negara untuk membiayai
pembuatan Perda-perda yang kemudian dianulir tersebut.

Pada tahun 2016, Kementerian Dalam Negeri RI mengeluarkan
daftar berisi 1765 Perda/Perkada kab/kota yang dicabut/direvisi oleh
Gubernur. Kondisi inilah yang disebut sebagai "Obesitas Perda” atau
“Inflasi Perda Bermasalah”. Tidak hanya merugikan secara materiil,
namun secara immateriil juga mengikis wibawa dan kepastian hukum
di Indonesia (Hasani, 2020:238). Sayangnya, fenomena pembatalan
Perda-perda bermasalah tersebut hampir semuanya adalah yang terkait
dengan ekonomi dan investasi, bukan Perda/Perkada yang diskriminatif
atau intoleran berbasis agama atau kepercayaan. Perda/Perkada yang
terkait dengan intoleransi beragama cenderung lebih lambat atau tidak
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tidak direspon oleh pemerintah®.

Melihat respon pemerintah yang terkesan lamban atau menolak
untuk membatalkan Perda/Perkada intoleran dan diskriminatif tersebut,
dikhawatirkan bahwa bangkitnya konservatisme melalui kebijakan
intoleran dan diskriminatif ini juga akan memicu radikalisme, fundamen-
talisme,dan ekstremisme beragama di tengah masyarakat. Ekstremisme
beragama selama ini memang sangat erat kaitannya dengan kekerasan
(violence). Namun demikian, pelabelan semacam ini juga tidak menyele-
saikan masalah mengingatumat beragamaitu memilikisikap dan perilaku
yang sangat beragam. Dalam konteks kelompok muslim konservatif di
Indonesia, ekstremisme beragama juga memiliki kontinum dari yang
paling moderat hingga ekstrem, serta memiliki banyak dimensi, mulai
dari teologi, ritual, sosial, hingga politik (Wibisono, 2019:4).

Pemahaman terkait multidimensionalitas kelompok-kelompok
beragamainimenjadipentingdan menarikdalam pembahasan peraturan
perundang-undangan yang intoleran dan diskriminatif, khususnya
dalam memetakan aktor-aktor yang mengusulkan, menyusun, dan
mendukung di belakangnya. Apakah motivasi “jihad” sebagai upaya
untuk pemurnian ajaran agama, formalisasi syariat Islam, hingga upaya
mengubah Konstitusi(hnomokrasi Islam) ini juga menjadi motivasi politik
dalam penyusunan Perda-perda intoleran dan diskriminatif di Indonesia?
Hal ini tentu perlu diperiksa dan dikaji lebih jauh. Tren politisasi identitas
keagamaan di berbagai daerah untuk menarik dukungan mayoritas ini
juga dapat digali dan dilihat dari tren penerbitan kebijakan intoleran
dan diskriminatif itu sendiri. Oleh karena itu, studi ini menjadi penting
dan strategis untuk memetakan dan menelaah berbagai gejala serta
kemungkinan-kemungkinan tersebut.

C. Penelitian dan Laporan Terdahulu

1. SETARA Institute

SETARA Institute for Democracy and Peace adalah sebuah lembaga
swadayamasyarakatyangberbasisdilndonesiayang melakukan penelitian
dan advokasitentang demokrasi, kebebasan politik dan hak asasimanusia.
Dibentuk pada tahun 2005, SETARA Institute dimaksudkansebagai
respon terhadap maraknya fenomena fundamentalisme, diskriminasi dan

6 Kresna, Mawa. 2016. Perda Bermasalah, Batal Demi Investasi, Bukan Toleransi (https:/tirto.id/perda-bermasalah-
batal-demi-investasi-bukan-intoleransi-bx7r) diakses tanggal 20 November 2021
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kekerasan atas nama agama dan moralitas di banyak bidang yang
mengancam pluralisme dan hak asasi manusia di Indonesia. SETARA
Institute bekerja di ruang sekuler (hukum berbasis hak asasi manusia
dan konstitusi) dan tidak melakukan penelitian yang berbasis teologi
agama. Sebagai salah satu perintis kebebasan beragama, SETARA
Institute Mmempromosikan kebebasan sipil dan perubahan kebijakan
untuk mendorong pluralisme dan HAM. SETARA Institute telah menulis
beberapa laporan tentang kebebasan beragama dan intoleransi atau
diskriminasi terhadap agama minoritas.

Pada tahun 20711, SETARA Institute mencatat terdapat 244 tindakan
kekerasan terhadap agama minoritas — hampir dua kali lipat jika
dibandingkan dengan angka tahun 2007. Pada September 2018-Februari
2019, SETARA Institute juga melakukan penelitian tentang dampak
produk hukum daerah diskriminatif terhadap akses pelayanan publik di
Yogyakarta dan Jawa Barat. Penelitian ini mengkaji 24 produk hukum
daerah diskriminatif di Yogyakarta, dan 91 produk hukum daerah di
Jawa Barat. Kajian hukum ini dilengkapi dengan wawancara terstruktur
pada kelompok-kelompok minoritas menggali informasi tentang
contoh- contoh serta pengalaman diskriminasi pelayanan publik di dua
provinsi tersebut.Studi ini juga menganalisis lebih dari 400.000 keluhan
masyarakat yang dihimpun melalui sistem penanganan pengaduan
nasional, SP4N LAPOR!.Menurut SETARA Institute, Selain mengandung
masalah inKonstitusionalitas, produk hukum daerah diskriminatif telah
digunakan untuk melegitimasi serangkaian perilaku intoleran, mulai dari
stigma sosial yang dimiliki individu, main hakim sendiri dan kekerasan
yang didukung negara terhadap kelompok minoritas. Berbagai data dan
laporanyangdihasilkan oleh setara dapat diakses diwww.bebasberagama.
id.

2. Komnas Perempuan

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas
Perempuan) adalah lembaga negara yang independen untuk penegakan
hak asasi manusia perempuan Indonesia. Komnas Perempuan dibentuk
melalui Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998, pada tanggal 9 Oktober
1998, yang diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005.
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Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil,
terutama kaum perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan
tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan
kekerasan terhadap perempuan. Tuntutan tersebut berakar pada
tragedi kekerasan seksual yang terutama dialami oleh perempuan etnis
Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 di berbagai kota besar di Indonesia.
Komnas Perempuan tumbuh menjadi salah satu Lembaga Nasional
Hak Asasi Manusia (LNHAM), sesuai dengan kriteria-kriteria umum
yang dikembangkan dalam The Paris Principles. Kiprah aktif Komnas
Perempuan menjadikan lembaga ini contoh berbagai pihak dalam
mengembangkan dan meneguhkan mekanisme HAM untuk pemajuan
upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan baik di tingkat lokal,
nasional, kawasan, maupun internasional.

Pada tahun 2010, Komnas Perempuan telah menyusun sebuah
laporan penelitian berjudul Atas Nama Otonomi Daerah: Pelembagaan
Diskriminasi dalam Tatanan Negara Bangsa. Laporan tersebut disusun
berdasarkan temuan pemantauan Komnas Perempuan tentang kondisi
pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan di era otonomi daerah.
Pemantauan dilakukan di 16 Kabupaten yang tersebar di 7 provinsi de-
ngan mewawancarai 339 narasumber, yaitu 102 orang di tingkat provinsi
dan 237 orang di Kabupaten/Kota, dengan latar belakang yang beragam
seperti eksekutif, legislatif, penegak hukum, tokoh agama, tokoh adat,
tokoh masyarakat, kelompok kritis, dan terutama kelompok perempuan,
khususnya korban dan darikelompok minoritasdidaerah-daerah tersebut.
Komnas Perempuan menemukan sebanyak 154 kebijakan daerah yang
diterbitkan di tingkat provinsi (19 kebijakan), tingkat kabupaten/kota
(134 kebijakan) dan di tingkat desa (1 kebijakan) antara 1999 dan 2009
menjadi sarana pelembagaan diskriminasi, baik dari tujuan maupun
sebagai dampaknya. Sebanyak 63 dari 154 kebijakan daerah tersebut
secara langsung diskriminatif terhadap perempuan melalui pembatasan
hak kemerdekaan berekspresi, pengurangan hak atas perlindungan dan
kepastian hukum karena mengkriminalisasi perempuan, penghapusan
hak atas perlindungan dan kepastian hukum, dan pengabaian hak atas
perlindungan. Kebijakan ini berdampak pada pembatasan kebebasan tiap
warganegarauntukberibadatmenurut keyakinannyadan mengakibatkan
pengucilan kelompok minoritas.
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3. The Wahid Institute

Berdiri sejak 7 September 2004, The Wahid Institute (WI) adalah
lembaga yang berusaha mewujudkan prinsip dan cita-cita intelektual
Abdurrahman Wahid dalam membangun pemikiran Islam moderat yang
mendorong terciptanya demokrasi, multikulturalisme dan toleransi di
kalangan kaum muslim di Indonesia dan seluruh dunia. Dalam berbagai
programnya, Wimenggelarkegiatandilingkunganaktivismuslimprogresif
dan dialog-dialog di antara pemimpin agama-agama dan tokoh-tokoh
politikdidunialslamdan Barat. Wl berusaha memperjuangkanterciptanya
dunia yang damai dan adil dengan mengembangkan pandangan Islam
yang toleran dan moderat dan bekerja untuk terbangunnya kesejahteraan
bagi semua manusia.

Sejak tahun 2008, WI telah menerbitkan Laporan Kebebasan
Beragama/Berkeyakinan dan Toleransi’. Pada laporan tahun 2012, WI
mengingatkan bahwa tindakan-tindakan intoleran di berbagai daerah
terjadi karena lemahnya keberpihakan terhadap kelompok minoritas.
Laporan WI lainnya, menunjukkan bahwa tindakan pelanggaran non-
negara lebih sedikit terjadi di era Jokowi dibanding SBY, dan jumlah
pelanggaran negara lebih kecil di era SBY dibandingkan dengan di era
Jokowi (Djafar, 2020:5). Fakta ini menjadikan kelompok minoritas yang
berkonflik dengan mayoritas selalu termarjinalkan. Apakah mereka umat
Kristen, umat Islam, Hindu, Buddha, Konghucu atau agama-agama lokal
dan penganut Aliran Kepercayaan.Ketika mereka menjadi minoritas
berkonflik dengan mayoritas, maka kelompok minoritas ini sering dipaksa
untuk mengalah. Solusi relokasi yang sering kita dengar dari pemerintah
terhadap kelompok-kelompok minoritas tersebut bagi WI muncul karena
tidak adanya keberpihakan terhadap minoritas. Sepanjang tahun 2012
tersebut,telahterjadi274kasus pelanggaran kebebasan beragamadengan
363 tindakan. Pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur negara sebanyak
166 tindakan, sementara oleh non aparatur negara sebanyak 197 tindakan.
Sementara itu, dari laporan sementara tahun 2015, terdapat 147 kasus atau
peristiwa terkait dengan pelanggaran KBB yang didokumentasikan oleh
WI.

7Laporan KBB WI2008-2015 dapat diakses disini: http:/Mww.wahidinstitute. org/wi-id/laporan-dan-publikasi/
laporan-tahunan-kebebasan-beragama-dan-berkeyakinan.htmldiakses tanggal 24 November 2021.
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4. Komnas HAM

Dalam Laporan Tahunan Komnas HAM RI tahun 20198 Komnas
HAM telah melakukan verifikasi data sebanyak 37 kasus intoleransi dan
ekstremisme dengan kekerasanditahuntersebut. Darijumlahitu,28 kasus
berasal dari aduan yang diterima Komnas HAM dan 9 kasus dari kasus-
kasus yang menjadi perhatian publik di media massa. Menurut Komnas
HAM, intoleransi dan ekstremisme pada tahun 2019 dominan di wilayah
barat Indonesia, dimana Provinsi Jawa Tengah sebagai wilayah tertinggi
dengan 15 kasus intoleransi dan ekstremisme pada 2019. Terdapat kasus
yang bersifat vertikal, yakni intoleransi yang dilakukan oleh pemerintah,
dan kasus yang bersifat horizontal, yakni yang dilakukan oleh kelompok
masyarakat/individu. Terdapat 11 kasus intoleransi vertikal yang tersebar di
beberapa wilayah, selebihnya merupakan kasus yang bersifat horizontal.
Pemerintah daerah menjadi pihak teradu tertinggi kasus intoleransi dan
ekstremisme, diikuti oleh lembaga pendidikan dan masyarakat.

Terkait konflik terkait pendirian rumah ibadat, pada 2015 sampai
dengan 2019, Komnas HAM Rl juga telah menerima pengaduan berjumlah
21 kasus terkait konflik pendirian tempat ibadat, dengan klasifikasi:
tidak mendapatkan lIzin Mendirikan Bangunan (6 kasus), penyegelan
rumah ibadah, perusakan, dan pembongkaran tempat ibadah (3 kasus),
pembakaran rumah ibadah (1 kasus), kriminalisasi (1 kasus), penghalangan
beribadah (1 kasus), tidak diberikan rekomendasi pendirian rumah ibadah
(2 kasus), intimidasi (1 kasus), dan ketidakpatuhan terhadap putusan
pengadilan (1 kasus).

Menurut Komnas HAM RI, pelanggaran hak atas kebebasan
beragama dan berkeyakinan terjadi karena beberapa alasan: a) tekanan
yang sangat kuat dari kelompok intoleran, b) lemahnya pengetahuan dan
kesadaran aparatur pemerintah pusat dan daerah, c) banyaknya peraturan
di tingkat pusat dan daerah yang bertentangan dengan norma HAM, dan
d) kebijakan pemerintah daerah yang mengistimewakan agama tertentu.
Oleh karena itu, pada tahun 2019, Komnas HAM RI telah menyusun
Standar Norma dan Pengaturan HAM tentang Kebebasan Beragama
dan Berkeyakinan, dengan tujuan untuk memberikan pedoman kepada
aparat negara untuk memastikan tidak adanya kebijakan dan tindakan
pembatasan dan/atau pelanggaran terhadap hak atas kebebasan

8 Laporan Komnas HAM Tahun 2019 dapat diakses disini: https:/Avww.komnasham.go.id/files/20201209-laporan-
tahunan-komnas-ham-2019-$VIGFWS5HE pdfdiakses tgl 20 November 2021
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beragama dan berkeyakinan sejak perencanaan, pengaturan, hingga
pelaksanaan.

5. IMPARSIAL

Dalam siaran pers Imparsial pada peringatan Hari Toleransi
Internasional tanggal 16 November 2019, dinyatakan tentang pentingnya
penguatan nilai-nilai toleransi dalam praktik kehidupan di tengah
masyarakat yang beragama seperti di Indonesia. Penguatan toleransi
sebagai sebuah nilai kewargaan menjadi elemen penting dan kunci
untuk menjaga dan merawat keberagaman. Imparsial juga menilai bahwa
berkembangnya praktik intoleransi keagamaan yang menyasar kelompok
minoritas akan mengancam dan menggerus sendi pendirian negara
Indonesia. Intoleransi, menurut Imparsial, adalah tangga awal menuju
berkembangnya radikalisme, ekstremisme kekerasan, dan terorisme.

Masalah intoleransi dan hak atas kemerdekaan beragama atau
berkeyakinan di Indonesia masih menghadapi tiga level tantangan:
konseptual, sosial dan hukum. Pada level konseptual, konsep kebebasan
beragama atau berkeyakinan sering dipandang sebagai konsep yang lahir
dari tradisi Barat dan tidak sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia.
Upaya promosi kebebasan beragama sering dianggap sebagai gagasan
yang mengampanyekan kebebasan yang tanpa batas. Pada tingkat
hukum, berkembang aturan hukum dan kebijakan yang disharmonis. Ada
aturan yang menjamin hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan,
tetapi di sisi lain ada aturan dan kebijakan yang mengancam. Tidak
jarang kebijakan yang dibuat pemerintah bias mayoritas dan hanya
mengakomodir kehendak kelompok mayoritas. Problem penegakan
hukum ini, menurut Imparsial, muncul karena peraturan perundang-
undangan yang ada lebih berat menekankan pada pembatasan (limitasi)
kemerdekaan beragama, seperti Undang-Undang No. 1 PNPS tahun
1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan/ Penodaan Agama, SKB 3
Menteri tahun 2008 tentang Ahmadiyah, PBM 2 Menteri tahun 2006
tentang Rumah Ibadah dan keberadaan berbagai peraturan di daerah seperti
SK Gubernur/Bupati, Perda atau SKB yang membatasi kemerdekaan
beragamakelompok minoritas.Berbagaiperaturantersebutdalambanyak
laporan telah terbukti gagal menjamin hak atas kemerdekaan beragama

°Siaran Pers Imparsial tanggal 17 November 2019, dapat diakses disini: https:/imparsial.org/hari-toleransi-
internasional-negara-harus-hadir-dalam-melindungi-kebebasan-beragama-atau-berkeyakinan/diakses tgl 12
November 2021.
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dan bahkan digunakan oleh kelompok intoleran untuk melegitimasi
praktik intoleransi kepada kelompok minoritas.”®

Pada kurun 2019, Imparsial mencatat 31 kasus intvoleransi atau
pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan yang
menyebar di 15 provinsi di Indonesia. Jenis kasus intoleransi tersebut
juga beragam, mulai dari pelarangan terhadap pendirian rumah/
tempat ibadah, pelarangan atau pembubaran terhadap ritual/pengajian/
ceramah/pelaksanaan ibadah agama/kepercayaan, pelarangan terhadap
perayaan kebudayaan etnis tertentu, perusakan tempat ibadah, hingga
penolakan untuk bertetangga terhadap yang tidak seagama. Bentuk
pelanggaran yang paling banyak ditemukan adalah pelarangan atau
pembubaran terhadap ritual/pengajian/ceramah/pelaksanaan ibadah
agama/kepercayaan, yaitu dengan 12 kasus. Sementara pelaku tindakan
intoleransi atau pelanggaran terhadap hak atas kebebasan beragama
dan/ berkeyakinan paling banyak dilakukan oleh warga setempat yang
dimobilisir oleh organisasi atau kelompok agama tertentu, yaitu dengan
jumlah 28 kasus. Pelaku tindakan intoleran atau pelanggaran terhadap
kebebasan beragama dan/ berkeyakinan juga dilakukan oleh aparat
pemerintah/ negara baik dalam bentuk pelarangan kegiatan keagamaan
Mmaupun pencabutanizin pembangunantempatibadah 4 kasus (Imparsial,
2019)

Kebijakan yang mengatur pengakuan “agama resmi” dan “tidak
resmi” negara juga dianggap menimbulkan diskriminasi atas dasar
agama atau keyakinan (Al Araf dkk, 2016: hIm...?). Sebagai konsekuensi
dari kebijakan ini, tidak sedikit entitas kepercayaan kaum minoritas yang
tidak diakui eksistensinya. Ujaran kebencian berbasis keagamaan atau
keyakinan penyebaran ujaran kebencian (hate speech) atas dasar agama
dan keyakinan juga semakin berkembang di ruang publik. Sasaran aksi ini
seringkali adalah minoritas yang dicap “menyimpang”. Ujaran kebencian
ini, menurut Imparsial, menjadi awal pemupukan kebencian yang bisa

berkembang ke arah kekerasan, seperti yang pernah terjadi dalam
kekerasan terhadap Syiah di Sampang dan Jemaah Ahmadiyah di Cikeusik
Banten.

© Abdillah Muhammad Marzugi. 2019. Kebebasan beragama masih tersandung aturan hukum. https:/
mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/272141/kebebasan-beragama-masih-tersandung-aturan-hukum Diakses
tanggal 28 Oktober 2021
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6. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

Dalam Outlook Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) di
Indonesia Tahun 2020", YLBHI menilai bahwa pelanggaran hak atas KBB
masih terus berlangsung dan bahkan mengalami peningkatan, baik dari
segijumlah pelanggaran maupun bentuk dan pola kekerasan. Sayangnya,
tidak ditemukan skema dan pola penanganan yang berbasis pada
pemulihan hak-hak korban danjaminan kebebasan sebagaimana dijamin
oleh konstitusi dan sejumlah peraturan perundang-undangan. Dua hal
yang mendorong peningkatan pelanggaran KBB ini menurut YLBHI
adalah:1) Maraknya produk kebijakan yang diskriminatifdan 2) Pembiaran
dan ketidaktegasan negara. Akibatnya, terjadi pula peningkatan dan
perluasan perampasan hak-hak korban. Hal ini terjadi dalam kasus-
kasus menyangkut rumah ibadah, yang dapat berujung pada penutupan
tempat ibadah, perusakan hingga pengusiran individu atau komunitas
yang dikriminalisasi tersebut. 3) Keberulangan menjadi legitimasi bagi
maraknya aksi-aksi intoleransi yang kemudian berkembang menjadi
kekerasan terhadap hak atas KBB individu dan kelompok lain. Alih-
alih memberi jaminan ketidakberulangan, negara justru membiarkan
terjadinya kekerasan yang menjadi pemicu bagi pengulangan kasus-
kasus serupa di tempat-tempat yang lain. Diperlukan ketegasan negara
dan kemauan politikyang kuat untuk menjamin hak KBB setiap warganya
dan menghentikan peningkatan korban-korban pelanggaran hak
KBB. Selain itu, tidak adanya pemulihan hak dan pengembalian semua
kerugian kepada korban juga dianggap turut andil dalam meningkatkan
penyebaran dan peningkatan KBB di Indonesia (Kontras, 2021:20).

7. Yayasan INKLUSIF

Yayasan Inklusif didirikan di Depok, Jawa Barat pada tanggal 8
Januari 2018. Lembaga ini dibangun sebagai sebuah komunitas yang
diinspirasi oleh nilai-nilai Islam dan keindonesiaan serta kebinekaan
dalam berbagai aras konseptual dan praktis. Pada awal tahun 2021,
Yayasan Inklusif menerbitkan sebuah Laporan Riset berjudul ipta Kerja
dan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan: Studi Materi dan Potensi
Dampak terhadap Kelompok Keagamaan Rentan. Salah satu Cisu
penting yang dikritisi dalam kajian ini adalah adanya kecenderungan

TYLBHI dkk. 2020. Dalam https://ylbhi.or.id/bibliografi/kertas-posisi/outlook-kebebasan-beragama-atau-
berkeyakinan-di-indonesia-tahun-2020/ diakses tanggal 20 Desember 2021
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resistensi terhadap pluralitas dan keberagaman masyarakat melalui
politik favoritisme bagi kalangan mayoritas, baik secara nyata maupun
terselubung. Kajian inimenemukan adanya upaya peminggiran terhadap
kelompok minoritasdan pemberianfasilitasterhadap kelompok mayoritas
dalam mengakses sumber daya ekonomi. Bahkan beberapa pasal dalam
UU ini memberi legitimasi bagi pemerintah untuk bertindak berdasarkan
pertimbangan keagamaan (Inklusif, 2021:ii).

Salah satunya ditunjukkan dengan masih digunakannya frase
“‘agama yang diakui” dan tidak disebutnya “kepercayaan” bersama
“agama’”. Meski Putusan MK No. 97/ PUU-XIV/2016 tentang Pengujian UU
No. 23 Tahun 2006 menyatakan agama harus ditafsirkan dan dimaknai
mencakup kepercayaan, kata “kepercayaan” masih tidak disebut oleh
pasal yang mengatur isu keagamaan dalam UU Cipta Kerja. Menurut
Yayasan Inklusif, hal semacam ini tampak beririsan dengan ideologi
“pembangunanisme baru” yang menjadi panglima. Aturan-aturan
keagamaan yang tidak sejalan dengan kepentingan pembangunan
infrastruktur dan deregulasi dapat ditundukkan. Contoh paling
Nnyata terjadi dalam kasus-kasus izin lahan untuk perusahaan yang
merugikan komunitas adat. Politik favoritisme seperti ini sebenarnya
tidak sejalan dengan semangat reformasi yang sangat menekankan
pada penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).
Sebaliknya, hal ini menunjukkan ideologi politik ekonomi Indonesia
yang belum demokratis. Lebih jauh, Yayasan Inklusif dalam salah satu
kesimpulan dan rekomendasinya mendorong DPR untuk segera merevisi
atau menghapus 8 pasal dalam UU Cipta Kerja, serta 13 pasal dan satu
penjelasan pasal aturan turunannya (Inklusif, 2021:40).

D. Tujuan dan Pertanyaan Penelitian

Tujuan Penelitian:

1. Memetakan tren (jumlah dan ragam) peraturan perundang-
undangan yang diskriminatif dan intoleran dalam sepuluh tahun
terakhir(2010-2020), baik di tingkat daerah maupun nasional.

2. Menggali dan mendalami intensitas diskriminasi dan intoleransi yang
terkandung dalam peraturan perundang-undangan di tingkat daerah
dan nasional dalam sepuluh tahun terakhir (2010-2020) dengan
menggunakan variabel dan indikator nilai-nilai Pancasila sebagai
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parameter evaluasi.
3. Memetakan respon Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap peraturan
perundang-undangan yang diskriminatif dan intoleran.

Pertanyaan Penelitian:

1. Bagaimana tren (jumlah dan ragam) peraturan perundang-
undangan yang diskriminatif dan intoleran dalam sepuluh tahun
terakhir(2010-2020), baik di tingkat daerah maupun nasional?

2. Bagaimana intensitas diskriminasi dan intoleransi yang terkandung
dalam peraturan perundang-undanganditingkat daerah dan nasional
dalam sepuluh tahun terakhir (2010-2020)?

3. Bagaimana respon Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap diskursus
Peraturan Perundang-undangan yang diskriminatif dan intoleran?

E. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan
sosio-legal (yuridis-empiris). Pendekatan ini juga dikenal sebagai
interdisciplinary studies of law (Atmaja, 2017:9). Secara normatif, penelitian
ini akan menggunakan variabel dan indikator nilai-nilai Pancasila (BPHN
& BPIP) sebagai batu uji terhadap peraturan perundang-undangan yang
dianggap intoleran dan diskriminatif. Secara sosiologis, penelitian akan
menggunakan teori sosial sebagai pisau analisis untuk menunjukkan
keterkaitan antara hukum dan konteks dimana hukum itu berada,
khususnya dalam kajian Peraturan Daerah.

Penelusuran data dan studi tekstual akan dilakukan, yaitu
menggunakan teks atau pasal-pasal dalam peraturan perundang-
undangan dan Peraturan Daerah (Perda) untuk dianalisis secara kritikal
terhadap nilai-nilai Pancasila dan dijelaskan makna serta implikasinya
terhadap subjek hukum - termasuk kelompok minoritas beragama dan
kelompok terpinggirkan lainnya di Indonesia. Selain itu, peneliti juga
akan memilih beberapa lokasi untuk “studi dokumen dan lapangan”
untuk mengidentifikasi bagaimana peraturan perundang-undangan
tersebut bekerja dan berimplikasi terhadap para pihak, termasuk
mendapatkan data empirik respon pemerintah dan pengalaman
subjek berkenaan dengan diskriminasi dan intoleransi beragama.

Secara teknis, peneliti akan mengumpulkan daftar peraturan
perundang-undangan yang diindikasikan intoleran dan diskriminatif dari
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berbagai sumber. Sumber pertama adalah dari berbagai organisasi atau
lembaga yang telah melakukan riset serupa, antara lain Kemendagri
RI, Kemenkumham RI, Setara Institute,The Wahid Institute, Komnas
Perempuan, Komnas HAM, Imparsial, LBH Jakarta, YLBHI, Pemerintah
Daerah Provinsi atau Kab/Kota, dan lain sebagainya. Peneliti ini telah
mengumpulkan daftar peraturan perundang-undangan intoleran dan
diskriminatif yang telah atau sedang dikaji oleh berbagai lembaga/
organisasi tersebut. Penelitian ini juga telah mengumpulkan data dari
media internet menggunakan google advanced search. Seluruh daftar
peraturan perundang-undangan intoleran dan diskriminatif tersebut
dikumpulkan ke dalam database untuk pemetaantren berdasarkantahun
dan lokasi (kabupaten/kota dan Provinsi) dimana peraturan tersebut
diterbitkan. Visualisasi terhadap tren peraturan perundang-undangan
intoleran dan diskriminatif tersebut akan menggunakan platform geo-
mapping via kumu.io (hasil pemetaan dapat diakses disini: https://kumu.
io/perda/perdaintoleran).

Setelah database terkumpul, penelitian dilanjutkan dengan analisis
data. Teknik analisis data menggabungkan analisis substansial (yakni
analisis hukum normatif terhadap muatan serta struktur pengaturan
dan kalimat perundang-undangan) dan analisis proses (yaitu upaya
untuk memotret dinamika partisipasi publik, perdebatan/diskursus, dan
pemetaan aktor terhadap penerbitan beberapa peraturan perundang-
undangan intoleran dan diskriminatif yang diambil sebagai studi kasus).
Pendalaman terhadap analisis proses iniakan menggunakan pendekatan
kualitatif dengan teknik pengumpulan data lapangan secara virtual —
menyesuaikan dengan situasi pandemi COVID-19 - seperti wawancara,
expert review, dan diskusi terfokus. Dalam pengumpulan data tersebut
juga sekaligus digali respon langsung dari pemerintah terkait tren
peraturan perundang-undangan intoleran dan diskriminatif di Indonesia.

Untuk mempertajam analisis proses, peneliti menyiapkan beberapa
pertanyaan kunci sebagai berikut: (1) Apa tujuan dan masalah sosial yang
ingindipecahkanolehPerda/Perkadatersebut?(2)Siapayangdiuntungkan
dengan disahkannya Perda/Perkada tersebut? (3) Apapengaruh Perda/
Perkada tersebut terhadap kelompok minoritas/rentan? (4) Apa
pengaruh Perda/Perkada tersebut terhadap prinsip-prinsip dasar HAM?
(5) Apa saja potensi dampak dan manfaat Perda/Perkada tersebut,
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terutama terhadap kohesivitas masyarakat? (6) Apakah Perda/Perkada
tersebut sesuai dengan pasal-pasal dalam Konstitusi dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku lainnya? (7) Apa saja (potensi)
masalah Perda/Perkada tersebut dalam implementasinya di lapangan?
(8) Siapa saja aktor/kelompok yang mendukung & menolak Perad/
Perkada intoleran dan diskriminatif tersebut?(9) Bagaimana Perda/
Perkada tersebut bertentangan dengan variabel dan nilai-nilai Pancasila?
Seluruh hasil rekaman dan transkrip (wawancara/expert review/diskusi
terfokus) disimpan dan dianalisis lebih lanjut guna menemukan topik-
topik penting sebagai tematik penyusunan laporan laporan penelitian ini.

F. Definisi Konseptual

Intoleransi dan Diskriminasi Beragama

Selain menggunakan definisi yang berasal dari Konstitusi dan
deklarasi HAM (lihat bab tinjauan pustaka), pengertian dasar intoleransi
dan diskriminasi dalam studi ini juga banyak mengambil dari perspektif
psikologi sosial. Dalam kajian psikologi sosial, intoleransi setidaknya
dibagi ke dalam tiga jenis atau bentuk: prejudicial intolerance, intuitive
intolerance,dandeliberativeintolerance (Verkuyten,2020:468).Prejudicial
intolerance dalam beragama ditandai dengan sikap negatif dan antipati
terhadap orang atau kelompok agama lain yang berbeda dan biasanya
disebabkan oleh perasaan terancam (feelings of threat). Sikap intoleransi
model inilah yang menghasilkan perasaan superior atau merasa bahwa
kelompoknya adalah yang paling baik/benar (in-group superiority)
hingga ujungnya melahirkan diskriminasi terhadap kelompok lain (out-
group discrimination).Intuitive intolerance merupakan bentuk lain dari
intoleransi, dimana seseorang menerapkan standar ganda (double
standard), yakni memberikan sikap yang berbeda terhadap kelompok
agamanya sendiri dan kelompok agama lain atas praktek atau tindakan
yang sebenarnya sama. Faktor pendorong sikap intoleransi intuitif ini
adalah perasaan atau emosi seketika dari yang bersangkutan sehingga
gagal memperlakukan kelompok agama lain — atau kelompok seagama
tapi beda aliran - secara lebih adil dan setara (equal rights and freedoms)
(Verkuyten, 2020:469).

Berbeda dengan dua bentuk intoleransi sebelumnya yang lebih
banyak disandarkan pada emosi, perasaan, dan bahkan kebencian,
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intoleransi deliberatif lebih didasarkan pada proses penalaran reflektif.
Penalaran tersebut melibatkan pertimbangan yang sedemikian rupa
sehingga alasan penolakan (misalnya, kerugian dan ketidakadilan) dari
praktik atau keyakinan yang berbeda dianggap lebih penting daripada
alasan kebebasan berbicara atau kebebasan beragama. Tentu saja apa
yang dianggap sebagai alasan “yang baik” ini akan tetap tergantung
pada faktor-faktor sosial, budaya, dan sejarah masing-masing komunitas/
negara. Intoleransi deliberatif ini menyajikan fakta bahwa bagi manusia
pada umumnya memiliki prinsip-prinsip umum dan nilai-nilai moral yang
mereka gunakan untuk memikirkan apa yang ia bisa terima (toleran)
dan tidak bisa diterima (intoleran) berdasarkan nalar masing-masing
(Verkuyten, 2020:469).

Ketiga bentuk dan ekspresiintoleransi di atas itulah yang kemudian
melahirkan beragam bentuk sikap atau perlakuan yang diskriminatif
dalam kehidupan sehari-hari. Diskriminasi sendiri adalah sebuah bentuk
“pembedaan perlakuan”, dimana pembedaan perlakuan tersebut bisa
disebabkan oleh warna kulit, golongan, suku, jenis kelamin, ekonomi,
agama, dan lain sebagainya (Fulthoni dkk, 2009:03). Diskriminasi ini buruk
karena akan mengurangi dan menghapus pengakuan, pelaksanaan, dan
pemenuhan hak-hak dasar seseorang/kelompok yang menjadi korban.
Dalam kaitan dengan kebebasan beragama, sikap-sikap intoleran dan
diskriminatif ini seringkali dikaitkan dengan konservatisme beragama
yang berkembang belakangan.

Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Daerah

Kajian ini menggunakan definisi peraturan perundang-undangan
berdasarkan pengertian yang tertuang dalam Pasal1UU No 12 Tahun 2011
sebagai berikut:

a) Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang
memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk
atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang
melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-
undangan.

b) Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang
dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan
bersama Presiden.
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c) PeraturanPemerintah PenggantiUndang-Undangadalah Peraturan
Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal
ihwal kegentingan yang memaksa

d) Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan
yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang
sebagaimana mestinya.

e) Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan
yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah
Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam
menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan

f) Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan
yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
dengan persetujuan bersama Gubernur.

g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-
undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Seperti halnya Peraturan Perundang-undangan yang merupakan
produk hukum dari pemerintah pusat, Peraturan Daerah juga dapat
mendelegasikan dibentuknya Peraturan Kepala Daerah (Perkada) untuk
melaksanakan Perda (Aryani, 2021:161). Hal ini tertuang dalam Undang-
Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 246 ayat
(1) yang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan Perda atau atas
kuasa peraturan perundang-undangan kepala Daerah menetapkan
Perkada. Artinya, Perkada disusun dalam rangka menjalankan Perda.
Sayangnya, seringkali instansi atau OPD yang menjadi pemrakarsa
Peraturan Daerah, menganggap tanggungjawabnya telah selesai
dengan diundangkannya Perda yang diusulkannya. Padahal, di dalam
Perda tersebut memerintahkan bahwa pengaturan secara teknis yang
tidak diatur di Perda akan diatur lebih lanjut dengan Perkada.

Protokol Pemeriksaan Regulasi Berbasis Pancasila

Protokol Pemeriksaan Regulasi Berbasis Pancasila merupakan
panduan dan standar praktis (practical standards) bagi para peneliti
dan reviewer untuk memberikan keputusan atau pendapat tentang
keseluruhan bahan atau materi regulasiyang menjadisubjek atau sasaran
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kajian dengan menggunakan variabel dan indikator nilai-nilai Pancasila.
Protokol ini digunakan untuk menguji berbagai peraturan perundang-
undangan yang dianggap intoleran dan diskriminatif. Protokol ini tidak
memiliki kekuatan hukum dan bukan merupakan ketentuan hukum, atau
aturan hukum. Protokol Pemeriksaan Regulasi Berbasis Pancasila ini juga
diharapkan dapat terus disempurnakan dan menyesuaikan diri dengan
pemahaman atau interpretasi atas prinsip-prinsip regulasi, hukum dan
aturan sesuai dengan dinamika dan arah kecenderungan masyarakat
kontemporer.

Sejauh ini, ada dua lembaga negara yang memiliki protokol
pemeriksaan regulasi berbasis Pancasilayakni BPHN yangtertuang dalam
Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan No. PHN-01.HN.01.03-
07 Tahun 2019 dan BPIP yang termaktub dalam Keputusan Deputi
Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIP Nomor 1 Tahun
2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelarasan, Pengkajian, Analisis dan
Rekomendasi di Kedeputian bidang hukum, Advokasi dan Pengawasan
Regulasi, pada 21 Februari 2020, pada Lampiran lll. Selain dua lembaga di
atas, Pusat Studi Pancasila UGM juga memiliki naskah Standar Protokol
“Fora Pemeriksaan Regulasi”.Sebagaisalah satu hasildari kajianini, penulis
juga telah menyusun protokol khusus yang ditujukan untuk memeriksa
peraturan perundang-undangan yang intoleran dan diskriminatif yang
merupakan kombinasi dari butir-butir versi BPHN dan BPIP.
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BAB Il
HASIL & PEMBAHASAN

A Pancasila Sebagai Batu Uji Intoleransi dan
Diskirminasi

Pancasila memegang peranan penting sebagai dasar dan landasan
ideologi bangsa Indonesia, yaitu sebagai sumber dari segala sumber
hukum. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi dasar untuk mengatur
penyelenggaraan pemerintahan secara konsekuen dan konsisten.Hal
tersebut tertuang dalam Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang
pencabutan P4 dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai
Dasar Negara”?Fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber
hukum telah ditegaskan pula dalam ketetapan MPR No. III/MPR/2000
Tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-
Undangan.Pasal 1 TAP MPR tersebut berbunyi:

1. Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk
penyusunan peraturan perundang-undangan

2. Sumber hukum terdiri dari sumber hukum tertulis dan hukum
tidak tertulis

3. Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana
tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu
Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab,
Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan
mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

Pancasila sebagai sumber hukum materiil ditentukan oleh
muatan atau bobot materi yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri.
Setidaknya terdapat tiga kualitas materi Pancasila yaitu (1) Muatan filosofis
Pancasila (2) Muatan Pancasila sebagai identitas hukum nasional, dan (3)
Pancasila sebagai penentu asas-asas fundamental bagi pembentukan
hukum (meta-juris). Dengan demikian, Pancasila sebagai sumber segala

2 Hutomo, 2019. Kedudukan Pancasila Sebagai Sumber Hukum Negara. https://www.hukumonline.com/klinik/
detail/ulasan/It5cdbb96764783/kedudukan-pancasila-sebagai-sumber-hukum-negara/, diakses tanggal 17
November 2021
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sumber hukum mengandung arti bahwa Pancasila berkedudukan
sebagai:

1. ldeologi hukum Indonesig;

2. Kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan
hukum Indonesia;

3. Asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan
pilihan hukum di Indonesig;

4. Sebagaisuatu pernyataan dari nilai kejiwaan dan keinginan bangsa
Indonesia, juga dalam hukumnya (Bo'a, 2018:35)

Pertanyaan yang sering mengemuka adalah, apakah Pancasila
merupakan dasar hukumtertinggiyang beradadiatas UUD 19457 Padahal,
secara hierarki®, UUD 1945 berada pada tingkatan tertinggi. Dalam
teori norma Hans Nawiasky yang dikenal dengan die Stuferordnung
der Recht Normen, terdapat jenis dan tingkatan suatu aturan yakni: (1)
Staatsfundamentalnorm (Norma fundamental negara/abstrak/sumber
hukum, contoh: Pancasila); (2) Staatsgrundgesetz (Aturan dasar/aturan
pokok negara/Konstitusi/ UUD); (3) Formell gesetz (Undang-Undang);
(4) Verordnung & Autonome Satzung (Aturan pelaksana Peraturan
Pemerintah-Peraturan Daerah) (Asshiddigie & Safaat, 2006:171)

Sesuai dengan teori tersebut maka Pancasila ada pada
tataran staatsfundamentalnorm dan UUD 1945 berada pada
tataran staatsgrundgesetz atau sebagai Konstitusi suatu negara. Hal
ini juga sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu
KetuhananYangMahaEsa,Kemanusiaanyangadildan beradab, Persatuan
Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia. Dengan demikian, maka setiap materi muatan peraturan
perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang
terkandung dalam pancasila.

Pancasila tidak ada dalam hierarki peraturan perundang-undangan
karena nilai-nilai Pancasila telah terkandung dalam UUD 1945. Hal ini
diperkuat dalam Pasal 3 ayat (1) UU 12/2011, yang menyebutkan bahwa
“Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

BYang dimaksud dengan hierarki adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang
didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
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merupakan hukum dasar  dalam Peraturan Perundang-
undangan."Maksud  “hukum dasar” adalah norma dasar bagi
pembentukan peraturan perundangundangan yang merupakan sumber
hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah
UUD 1945. Sehingga dapat dipahami bahwa Pancasila bukan dasar
hukum, melainkan sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 UU 12/2011 bahwa Pancasila
sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Di dalam penjelasan
Pasal 2 tersebut dinyatakan bahwa “Penempatan Pancasila sebagai
sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan
yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Menempatkan Pancasila
sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara
sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak
boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Kendati demikian, dalam sistem hukum Indonesia tidak dikenal
mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan terhadap
Pancasila. Sistem hukum Indonesia hanya mengenal mekanisme
pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang
terhadap Undang-Undang yang dilakukan oleh Mahkamah Agung' dan
pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.”

Pasal 24C UUD NRI 1945 tidak secara eksplisit menyebutkan
pengujian Undang-Undang terhadap Pancasila sehingga sebagian besar
putusan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi (MK) saat
ini ternyata hanya menguji Undang-Undang terhadap pasal-pasal UUD
1945 tapi tidak menyinggung nilai-nilai Pancasila sebagai dasar analisa
putusan. Maka ke depannya, seharusnya MK dapat menguji Undang-
Undang terhadap sila-sila Pancasila. Dalam konteks ini, Mahfud MD
berpendapat bahwa Pancasila itu mesti diupayakan perwujudannya
demi memenuhi keadilan substantif yakni dengan menerjemahkan
Pancasila ke dalam putusan-putusan MK. Secara normatif, keberadaan

“Sebagaimana tertuang dalam Pasal 24A UUD NRI 1945
> Sebagaimana tertuang dalam Pasal 24C UUD NRI 1945
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Pancasila sebagai fundamen kehidupan negara dan bangsa Indonesia
perlu ditanggapi dan diakomodir secara serius oleh MK.®

Pancasila tak hanya dijadikan dasar analisa dalam pendapat
MK tapi juga harus secara tegas dinyatakan sebuah pasal Undang-
Undang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila atau tidak. MK dalam
menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 juga menggunakan
Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara sebagai dasar
pengujiannya. Jika Pancasila dijadikan sebagai dasar pengujian Undang-
Undang terhadap UUD 1945 maka ia mengusulkan agar negara sebagai
pemegang otoritas resmi perlu membuat panduan atau pedoman dalam
menafsirkan sila-sila Pancasila. penafsiran Pancasila bisa bersumber dari
pidato Pancasila 1Juni 1945".

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila terbukti mampu
mengayomi berbagai macam perbedaan yang ada di dalam masyarakat
yangheterogendilndonesia.Namunbelakangan,banyakaksidantindakan
intoleransi serta diskriminatif yang marak terjadi. Bahkan intoleransi dan
diskriminasi itu tumbuh subur melalui beragam peraturan perundang-
undangan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Hal ini menunjukkan
tantangan berat yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia. Fungsi
pemerintah dan masyarakat harus mampu menyelesaikan intoleransi
antar umat beragama khususnya, melalui implementasi Pancasila
dan UUD 1945 secara konsisten dan konsekuen. Atas latar belakang
inilah, tulisan ini ingin mengangkat peluang bagaimana agar Pancasila
dapat menjadi batu uji bagi berbagai peraturan perundang-undangan
yang intoleran dan diskriminatif sebagai solusi terhadap ekstremisme,
intoleransi, dan diskriminasi yang berkembang di tanah air.

B. Institusionalisasi Nilai-Nilai Pancasila

Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber
saat ini seakan tidak jelas realisasinya. Tak hanya dalam konteks
pengujian peraturan perundang-undangan, dalam hal pembentukan
peraturanperundang-undangan sejak awal kedudukan Pancasila sebagai
sumber dari segala sumber hukum juga sudah tergerus. Hal ini terlihat
dari minimnya kajian filosofis atas pembentukan suatu peraturan

®Yance Arizone, dkk., Pancasila dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, Epistema Institute, Jakarta, 2014, him. 5.
7 Tempo.co. 2016. Pancasila diusulkan jadi dasar uji materi di MK. https:/nasional.tempo.co/read/827042/pancasila-
diusulkan-jjadi-dasar-uji-materi-di-mk/full&view=ok, diakses tanggal 28 Desember 2021.
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perundang-undangan yang menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai
landasan kajiannya dalam Naskah Akademik. Idealnhya, Naskah
Akademik harus menguraikan 3 landasan dalam pembentukan
peraturan perundang-undangan, yakni landasan filosofis, sosiologis, dan
yuridis. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang
menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan
pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana
kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila
dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Hanya saja memang, pengaturan yang demikian itu bersifat umum,
dan belum ada indikator dan variabel tentang nilai-nilai Pancasila yang
dijadikan tolok ukur dalam penyusunan Naskah Akademik. Oleh karena
itu, dalam penyusunan Naskah Akademik belum memiliki tolok ukur
indikator dan variabel nilai-nilai Pancasila tersebut. Berkenaan dengan hal
ini, dalam berbagai Naskah Akademik Undang-undang, apabila diamati,
yang terlihat hanya pencantuman sila tertentu saja dari Pancasila saja,
bukan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Naskah Akademik juga
masih dominan menggunakan tolok ukur pasal-pasal dalam Konstitusi
UUDNRI 1945,

Pada praktiknya, tak banyak peraturan perundang-undangan yang
menguraikan nilai-nilai Pancasila secara filosofis sebagai pembenaran
atas pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Hasilnya,
masih ditemui sejumlah peraturan perundang-undangan, dalam hal ini
undang-undang, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Badan
Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pada 2019 menemukan empat
dari sembilan undang-undang yang dievaluasi dinyatakan bermasalah.”
Hasil kajian Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pada 2019
juga menyimpulkan, 63 dari 84 undang-undang perlu direvisi karena
bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.?®

BArfa'i, dkk,, “Aktualisasi Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Pembentukan Undang-Undang”, Undang:
Jurnal Hukum, Vol. 3 No. 2 (2020), him. 384.

9 Badan Pembinaan Hukum Nasional Republik Indonesia, “Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi
Hukum terkait Penguatan Ideologi Pancasila Tahun 2019", https:/AMww.bphn.go.id/data/documents/laporan_akhir_
pip.pdf, him. 167.

20 Ani Purwanti, “Advokasi dan Pengawasan Regulasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Rekomendasi
Kebijakan dan Regulasi Berlandaskan Pancasila”, Paparan pada Seminar dan Presentasi Kajian, Analisis dan
Rekomendasi Perundang-undangan Tahun 2020, diselenggarakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila,
Yogyakarta, 11 November 2020, him. 19.
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Berdasarkan data Rancangan Undang-Undang Program Legislasi
Nasional Jangka Menengah Usulan Pemerintah Tahun 2015- 2019 yang
berjumlah 84. Dari jumlah tersebut, hanya enam yang mencantumkan
Pancasila sebagai latar belakangnya, yakni RUU Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana, RUU Sistem Pendidikan Nasional, RUU Hukum Acara
Pidana, RUU Perkumpulan, RUU Persandian, dan RUU Balai Harta
Peninggalan. Sementara itu, 78 lainnya, tidak menggunakan Pancasila
namun menggunakan pasal-pasal dalam UUD NRI 19452

Keberadaan Pasal2 UU12/2011seakan hanyasebatassimbolissumber
tertib hukum. Tak ada penjabaran lebih lanjut bagaimana mewujudkan
Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sebagaimana
dikatakan Backy Krisnayuda, pembentukan undang-undang belum
memberi ruang bagi Pancasila untuk mentransformasikan dirinya dalam
undang-undang yang dibentuk. Ketentuan Pasal 2 tersebut juga terhenti
di situ, dan tidak ada pengaturan lebih lanjut tentang peran Pancasila
dalam pembentukan undang-undang.??

Guna menjawab kebutuhan akan indikator dan variabel nilai-nilai
Pancasila, BPHN dan BPIP merumuskan indikator dan variabel nilai-
nilai Pancasila yang digunakan sebagai analisis, evaluasi, pengujian,
dan rekomendasi atas kesesuaian undang-undang dengan nilai-nilai
Pancasila. Indikator dan variabel nilai-nilai Pancasila yang digunakan oleh
BPHN diatur dalam Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum Nomor PHN-
O1.HN.01.03 Tahun 2019.

Tabel 1. Sila dan nilai-nilai jabaran Pancasila (BPHN)

No Sila Nilai-nilai jabaran
1 Ketuhanan Yang a. Hanya mengakui keberadaan
Maha Esa pemeluk agama (percaya dan takwa

kepada Tuhan YME) atau penganut
kepercayaan, tidak mengakui penganut
atheis;

b. Adanya jaminan penghormatan bagi
kepentingan masing-masing pemeluk
agama dan penganut kepercayaan;

2TArfa’i, dkk., "Aktualisasi Pancasila Sebagai Sumber Hukum...., him. 395.
22Backy Krisnayuda, Pancasila & Undang-Undang: Relasi dan Transformasi Keduanya dalam Sistem
Ketatanegaraan Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2016, him. 7
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No Sila Nilai-nilai jabaran

c. Adanya jaminan tidak ada pemaksaan
atas suatu agama atau kepercayaan;

d. Mengedepankan prinsip kebenaran,
keadilan, kebaikan, kejujuran,
persaudaraan, kesucian, keindahan
(tidak ditemukan kandungan nilai yang
menegasikan prinsi-prinsip tersebut).

2 Kemanusiaan yang a. Adanya pengakuan persamaan derajat,
adil dan beradab hak dan kewajiban sesama warga
Negara (tidak ditemukan kandungan
nilai yang menegasikan persamaan
derajat, hak dan kewajiban sesama
warga Negara);

b. Adanya jaminan terhadap pemajuan
HAM (tidak ditemukan kandungan nilai
yang menegasikan pemajuan HAM);

c. Adanya jaminan terhadap pemajuan
sikap tenggang rasa (tidak ditemukan
kandungan nilai yang menegasikan
sikap tenggang rasa);

d. Adanya jaminan terhadap pemajuan
saling menghormati dan kerjasama
dengan bangsa lain (tidak ditemukan
kandungan nilai yang menegasikan
saling menghormati dan kerjasama
dengan bangsa lain).

3 Persatuan Indonesia  a. Adanya jaminan penempatan
persatuan, kesatuan, keselamatan
bangsa dan Negara di atas kepentingan
pribadi dan golongan;

b. Terkandung nilai yang
mengembangkan rasa cinta tanah
air dan bangsa (tidak ditemukan
kandungan nilai yang menegasikan rasa
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No

Sila

Nilai-nilai jabaran

cinta tanah air dan bangsa);

. Terkandung semangat dalam rangka

memelihara ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial;

. Terkandung nilai persatuan Indonesia

dan Bhineka Tunggal Ika

Kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/
perwakilan

b.

Mengandung keseimbangan antara hak
dan kewajiban;

Mengandung nilai yang mengutamakan
musyawarah dalam mengamobil
keputusan, untuk hal yang menyangkut
kehidupan bersama;

Mengandung nilai yang mewajibkan
tanggung jawab atas keputusan/hasil
musyawarah,;

. Mengandung nilai yang mewajibkan

tanggung jawab dalam pelaksanaan
tugas dan jabatan.

5

Keadilan sosial bagi
seluruh Indonesia

Mengandung nilai yang memajukan
usaha bersama dan semangat saling
menolong;

Tidak mengandung nilai yang
berimplikasi pada pelegalan kegiatan
yang bersifat pemerasan terhadap orang
lain;

Mengandung nilai yang
mengedepankan sikap seimbang, (tidak
berlebihan) terhadap harta yang dimiliki;
Tidak mengandung nilai yang dapat
melegalkan penggunaan hak milik
untuk hal-hal yang bertentangan
dengan kepentingan umum/
kepentingan bersama

Sumber: BPHN (2019)
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Variabel dan indikator penilaian nilai-nilai Pancasila yang disusun

oleh BPHN tertuang pada Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-
Undangan No. PHN-01.HN.01.03-07 Tahun 2019. Adapun variabel dan
indikatornya adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Variabel dan indikator nilai-nilai Pancasila (BPHN)

No
1

VARIABEL

Ketuhanan

INDIKATOR

a. Adanya ketentuan yang mengakui

keberadaan pemeluk agama dan
kepercayaan serta tagwa kepada
Tuhan YME (tidak mengakui atheis)
atau tidak ditemukan ketentuan yang
menegasikan pengakuan terhadap
keberadaan pemeluk agama dan
kepercayaan.

. Adanya ketentuan yang melindungi

setiap orang untuk saling menghormati
pilihan agama dan kepercayaan

serta kebebasan menjalankan

ibadah menurut agama dan
kepercayaan masing-masing atau

tidak ditemukannya ketentuan yang
mengakibatkan adanya pemaksaan
terhadap agama atau kepercayaan
tertentu.

. Adanya jaminan penghormatan bagi

kepentingan masing-masing pemeluk
agama dan penganut kepercayaan
dalam menjalankan ajarannya atau
tidak ditemukan ketentuan yang
menegasikan penghormatan bagi
kepentingan masing- masing pemeluk
agama dan penganut kepercayaan
dalam melaksanakan ajarannya.

. Adanya ketentuan yang

mengedepankan prinsip kebenaran,

37
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No

VARIABEL

INDIKATOR

keadilan, kebaikan, kejujuran,
persaudaraan, kesucian, keindahan atau
tidak ditemukan kandungan nilai yang
menegasikan prinsip-prinsip tersebut.

. Adanya ketentuan yang dapat

menumbuhkan dan mengembangkan
pergaulan dan kerjasama antar pemeluk
agama dan kepercayaan yang berbeda-
beda sehingga terbina kerukunan hidup
atau tidak ditemukan ketentuan yang
menyebabkan perpecahan terhadap
agama dan kepercayaan yang berbeda-
beda.

Adanya ketentuan yang mampu
menumbuhkan semangat ketuhanan
yang welas asih dan toleran dalam
kehidupan intra dan antar-agama

atau tidak ada ketentuan yang dapat
menimbulkan intoleransi kehidupan
beragama

. Nilai Kebenaran, keluhuran budi

dan satunya pikiran, perkataan dan
perbuatan sebagai landasan etika
publik.

Kemanusiaan

. Adanya ketentuan yang memberikan

pengakuan persamaan derajat, hak
dan kewajiban sesama warga Negara
atau tidak ditemukan ketentuan yang
mengandung nilai yang menegasikan
persamaan derajat, hak dan kewajiban
sesama warga Negara.

. Adanya ketentuan yang menjamin

perlindungan masyarakat, atau tidak
ditemukannya ketentuan yang dapat
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No VARIABEL INDIKATOR

menyebabkan tidak terjaminnya
perlindungan masyarakat.

c. Adanya ketentuan yang memberikan
jaminan terhadap perlindungan
penegakan, pemenuhan, dan pemajuan
HAM atau tidak ditemukan ketentuan
yang mengandung nilai yang
menegasikan perlindungan penegakan,
pemenuhan, dan pemajuan HAM.

d. Adanya ketentuan yang memberikan
jaminan terhadap pemajuan sikap
tenggang rasa atau tidak ditemukan
ketentuan yang mengandung nilai yang
menegasikan sikap tenggang rasa.

e. Adanya ketentuan yang memberikan
jaminan terhadap pemajuan saling
menghormati dan kerjasama dengan
bangsa lain atau tidak ditemukan
ketentuan yang mengandung nilai yang
menegasikan saling menghormati dan
kerjasama dengan bangsa lain.

f. Adanya ketentuan yang mampu
mengembangkan rasa kemanusiaan
dan budi pekerti kemanusiaan terhadap
sesama manusia dan makhluk lainnya
serta gemar melakukan kegiatan
kemanusiaan atau tidak ditemukan
ketentuan yang mengandung nilai yang
menegasikan rasa kemanusiaan dan
budi pekerti.

g. Adanya ketentuan yang memberikan
perlindungan kepada setiap orang
dalam memperjuangkan kebenaran dan
keadilan demi martabat kemanusiaan
atau tidak ditemukan ketentuan
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No

VARIABEL

INDIKATOR

yang menghambat perlindungan
setiap orang dalam memperjuangkan
kebenaran dan keadilan demi martabat
kemanusiaan.

. Adanya ketentuan yang menjamin

kemerdekaan berserikat dan berkumpul
atau tidak ditemukannya ketentuan
yang melarang kemerdekaan berserikat
berkumpul.

3

Persatuan Indonesia

a.

Adanya ketentuan yang memberikan
Jjaminan yang mengedepankan
persatuan, kesatuan, keselamatan
bangsa dan negara di atas
kepentingan pribadi dan golongan
atau tidak ditemukan ketentuan
yang mengesampingkan persatuan,
kesatuan, keselamatan bangsa dan
negara dari kepentingan pribadi dan
golongan.

Adanya ketentuan yang mengatur
tentang pembatasan keikutsertaan
pihak asing, atau tidak ditemukannya
ketentuan yang menyebabkan tidak
terbatasnya keikutsertaan pihak asing.
Adanya ketentuan yang mengandung
nilai yang mengembangkan rasa
cinta tanah air dan bangsa atau tidak
ditemukan kandungan nilai yang
menegasikan rasa cinta tanah air dan
bangsa.

. Adanya ketentuan yang mengandung

semangat dalam rangka memelihara
ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan
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No VARIABEL INDIKATOR

keadilan sosial atau tidak ditemukan
ketentuan yang menegasikan
semangat memelihara ketertiban dunia
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial.

e. Adanya ketentuan yang
mengembangkan persatuan Indonesia
atas dasar Bhinneka Tunggal lka atau:
-Tidak ditemukan ketentuan
yang berpotensi menghilangkan
penghormatan terhadap keragaman
penduduk, agama, suku dan golongan,
kondisi khusus daerah serta budaya
nasional, atau tidak ditemukan
ketentuan yang mengabaikan
keragaman penduduk, agama, suku dan
golongan, kondisi khusus daerah serta
budaya nasional;

- Tidak ditemukan ketentuan yang
menegasikan pengakuan dan
perlindungan nilai-nilai budaya

lokal (kearifan lokal), atau tidak
ditemukan ketentuan yang berpotensi
mengabaikan pengakuan dan
perlindungan nilai-nilai budaya lokal
(kearifan lokal);

- Tidak ditemukan ketentuan yang tidak
menjamin keterlibatan masyarakat
hukum adat.

f. Adanya ketentuan yang memiliki prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI) atau prinsip NKRI mencakup:
Negara Hukum, Negara Kesatuan,
kedaulatan rakyat, demokrasi.

g. Adanya ketentuan yang memperhatikan
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kepentingan seluruh wilayah Indonesia
dan peraturan perundang-undangan
yang dibuat di daerah merupakan
bagian dari sistem hukum nasional yang
berdasarkan Pancasila dan UUD NRI
Tahun 1945 atau tidak ada ketentuan
yang mengandung resiko yang
membahayakan kepentingan seluruh
wilayah Indonesia.

h. Adanya ketentuan yang mewujudkan
ketertiban dalam masyarakat melalui
Jjaminan kepastian hukum atau:

- Adanya ketentuan yang jelas mengenai
koordinasi;

- Adanya ketentuan yang jelas mengenai
penyelesaian konflik;

- Adanya ketentuan yang jelas mengenai
sanksi terhadap pelanggaran;

- Adanya ketentuan yang jelas
mengenai pihak yang yang melakukan
pengawasan dan penegakan hukum.

i. Peran dan kewajiban negara dalam
menciptakan persatuan bangsa dalam
kebinekaan dan menjaga kesatuan
wilayah Negara Republik Indonesia

4 Kerakyatan a. Adanya ketentuan yang mengandung
keseimbangan antara hak dan
kewajiban atau tidak ditemukan
ketentuan yang menegasikan
keseimbangan antara hak dan
kewajiban

b. Adanya ketentuan yang menjamin
pelibatan seluruh pihak terdampak
dalam pembentukan kebijakan atau
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tidak ditemukannya ketentuan yang
menyebabkan tidak terjadinya pelibatan
seluruh pihak terdampak dalam
pembentukan kebijakan.

. Adanya ketentuan yang mengutamakan

musyawarah dalam mengambil
keputusan, untuk hal yang
menyangkut kepentingan bersama
atau tidak ditemukan ketentuan
yang mengesampingkan keutamaan
musyawarah dalam mengambil
keputusan yang menyangkut
kepentingan bersama

. Adanya ketentuan yang mengandung

nilai yang mewajibkan tanggu